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ABSTRAK :  Bahwa dalam rangka meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara 

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Kimisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu menetapkan 

Keputusan Komisi Peemilihan Umum tentang Badan Koordinasi Kehumasan di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten; 

 Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 23008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4846);Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015y 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang_undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Taqmbahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahunh 2020 tentang Perubahan 

ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pe milihan Gubernur, Bupati 

dan Walikotaa menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihaan Umum (lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109); Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 35 Tahun  

2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayan Informasi Publik di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahaun 2015 Nomor 456); 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan 

Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 

tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 

Nomor 193); Peraturan Komisi pemilihan umum  Nomor 8 Tahun 2019tentang Tata 

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 219 Nomor 320), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terkahir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturaan Komisi 



Pemilihan Umum, Komsi Peemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763); 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, 

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretaariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pe,ilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).       
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